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BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2019
TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2019-2023

Mengingat

Mengingat

[a—

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO UTARA,

bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar
setiap manusia yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat yang sejalan dengan tujuan Sustainable
Development Goal’s (SDGs) 2015-2030 pada nomor 6 yaitu
memenuhi ketersediaan air dan sanitasi, dengan indikator (i)
proporsi rumah tangga dengan akses air minum (bukan air
bersih) dan (ii) pengolahan limbah rumah tangga yang diolah
sesuai dengan standar nasional;

bahwa target capaian penyediaan air minum dan sanitasi daerah
masih mengalami berbagai kendala dalam pelaksanaannya
sehingga diperlukan percepatan dalam penyediaannya guna
mencapai target pembangunan daerah pada RPJMD Kabupaten
Barito Utara Tahun 2018-2023;

bahwa dalam rangka percepatan penyediaan air minum dan
sanitasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu
ditindaklanjuti dengan menyusun Rencana Aksi Daerah
Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL)
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang
Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi dan Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan
Penyehatan Lingkungan Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-
2023;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959



Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II
Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5188);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
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Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014
tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 3);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007
tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun
2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2015 — 2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimatan
Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Utara Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2019
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3);
Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016
Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan
Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 32 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor 32);



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2019-2023.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan :

1.

2.
3.
4

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Bupati adalah Bupati Barito Utara.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat
Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat AMPL
merupakan program yang bertujuan untuk membangun prasarana
dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan sehingga
meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap air minum dan
penyehatan lingkungan.

Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan selanjutnya disingkat dengan RAD-AMPL adalah dokumen
operasionalisasi kebijakan Daerah jangka menengah dalam
pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan
pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam
rangka mendukung percepatan pencapaian tujuan Pembangunan
Millennium yakni 100% Universal Access pada Tahun 2019.
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat yang
selanjutnya disebut PAMSIMAS adalah program yang bertujuan untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses ketersediaan air bersih
dan air minum bagi masyarakat yang bersamaan dengan swadaya
masyarakat dalam pemenuhan sarana sanitasi bagi keluarganya.

. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya

disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode
S (lima) tahun.

. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang salanjutnya disingkat RKPD

adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Kerja PD yang selanjutnya disebut dengan Renja PD adalah
dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten
Barito Utara.

BAB II
PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN
RAD-AMPL DAERAH TAHUN 2019-2023

Pasal 2

RAD-AMPL Daerah Tahun 2019-2023 berperan sebagai rencana
pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan air



minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan AMPL
berbasis masyarakat selama Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018
yang lalu dalam rangka mendorong pembangunan infrastruktur dasar air
minum dan sanitasi guna mendukung percepatan pencapaian Universal
Access.

Pasal 3

RAD-AMPL Daerah Tahun 2019-2023 berfungsi sebagai:

a. instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan
sanitasi daerah jangka menengah;

b. rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi yang
menerapkan pendekatan PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan;

c. media internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS
ke dalam program/kegiatan PD yang menangani bidang AMPL; dan

d. acuan pengalokasian APBD bagi program-program peningkatan kinerja
pelayanan AMPL.

Pasal 4
RAD-AMPL Daerah Tahun 2019-2023 yang disusun berdasarkan
kebijakan pembangunan pada RPJMD Daerah Tahun 2018-2023 untuk
mendukung percepatan pencapaian 100% (seratus persen) pelayanan air
minum aman dan 100% (seratus persen) pelayanan sanitasi layak menjadi
dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja PD dan
APBD sampai dengan Tahun 2019-2023.

BAB III
PELAKSANAAN RAD-AMPL DAERAH TAHUN 2019-2023

Pasal 5
Pelaksanaan RAD-AMPL Daerah Tahun 2019-2023 adalah melalui Renja
PD, RKPD, APBD, serta dapat melalui integrasi RAD-AMPL Daerah ke
dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia
usaha dan masyarakat.

Pasal 6
Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL Daerah Tahun 2019-2023 dengan
dana diluar APBD maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut
dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Utara dan PD teknis
terkait.

Pasal 7

(1) Pelaksanaan RAD-AMPL Daerah Tahun 2019-2023 tetap harus
memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
program/ kegiatan AMPL tahun sebelumnya.

(2) Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL terjadi perubahan capaian
sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran
akhir Tahun 2019, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD
dan Renja PD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan RAD-AMPL.



(2)

(3)

(10)

(11)

(12)

BAB IV
PEMANTAUAN DANEVALUASI RAD-AMPL
DAERAH TAHUN 2019-2023

Pasal 8
Pemantauan pelaksanakan RAD-AMPL dilakukan paling sedikit 2
(dua) kali dalam setahun yaitu pada bulan Juni dan November tahun
berjalan.
Evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL dilakukan paling lama 1 (satu)
bulan menjelang berakhir pelaksanaan pada setiap tahunnya.
Hasil pemantauan dan evaluasi RAD-AMPL menjadi bahan
penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan
informasi publik.
Kepala PD melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan
RAD-AMPL yang menjadi tanggung jawab PD masing-masing.
Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya
ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, Kepala PD melakukan
tindakan perbaikan/penyempurnaan.
Kepala PD melalui Tim Teknis Penyusun RAD-AMPL menyampaikan
hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Barito Utara.
Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada
Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD-AMPL atas
kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah.
Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut
pendapat dan masukannya tersebut.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Barito Utara melakukan evaluasi terhadap
laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Teknis
Penyusun RAD-AMPL paling sedikit 1 (satu) tahun sekali sebelum
berakhir tahun berjalan.
Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya
ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala  Badan  Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Barito Utara menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah
penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala PD.
Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/
penyempurnaan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Utara.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Barito Utara melaporkan hasil
pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

Pasal 9
Dokumen RAD-AMPL Daerah Tahun 2019-2023 disusun dengan
sistematika sebagai berikut :

a. BAB I . Pendahuluan;
b.BABII : Kondisi Umum Pencapaian, Permasalahan dan
Tantangan,;

c. BABIII : Isu Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi;
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d. BABIVW/ : Program Dan Kegiatan;

e. BABV :  Kebutuhan Investasi;
f BABVI : Pemantauan Dan Evaluasi; dan
g. BAB VIl : Penutup.

2y Dukumen RAD-AMPL Deerah Tabun 2013-2023  scbagaimeana
dimaksud pada ayat {1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidek terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB YV
PENDANAAN

Pasal 10
Pendanaan jielaksanaan RAD-AMPL Daerah Tahun 2019-2023 dapat
bersumber deri :
2. APBN,
b. APBD; dain

c. Sumber lein yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangari.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Peraturan Bu pati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agarz sedap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Barito Utara.
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